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 The contract or akad is a fundamental element in Islamic economic 
transactions, serving as the legal foundation between the involved 

parties. Syariah principle such a justice, honesty, and trust 
essential guidelines in forming and implementing akad or 

contracts ensuring compliance with Islamic law. This study aims 
to conduct a juridical analysis of these principles in the 
development of akad withing Islamic economic practices,and the 

Islamic capital market. Using a normative qualitative approach, 
this research examines Islamic literature as well as national 
regulations such as Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking and 

the fatwas of National Council DSN-MUI. The findings indicate 
that akad development based on Syariah principles not only 

ensures legal validity and protection of the parties’ rights but also 
enchances public trust and fosters blessings in economic activities. 
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 Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi ekonomi 

syariah yang berfungsi sebagai dasar perjanjian hukum antara para 

pihak. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan amanah 

menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan akad 

guna memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara yuridis prinsip-prinsip tersebut 

dalam pengembangan akad pada praktik ekonomi syariah, termasuk 

dalam sektor perbankan dan pasar modal syariah. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, kajian ini 

menelaah kontemporer Islam serta regulasi nasional seperti Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa 

DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan akad 

yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya menjamin keabsahan 

hukum dan perlindungan hak para pihak, tetapi juga memperkuat 

kepercayaan publik dan menumbuhkan keberkahan dalam kegiatan 

ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

 Kajian yuridis mengenai pengembangan akad dalam ekonomi syariah menitikberatkan 

pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam membentuk suatu perjanjian 

yang sah dan berkeadilan. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan kesesuaian akad dengan 

ketentuan hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan 

kesetaraan antara para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks ini, setiap bentuk 

pengembangan akad harus tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariah yang menekankan 

pentingnya kerelaan, keterbukaan informasi, serta keadilan dalam hubungan hukum antara 

pihak-pihak yang terlibat. 

Menurut (Syah, 2019) Akad berasal dari kata yang berarti ikatan atau persetujuan, 

namun secara khusus dalam konteks transaksi atau kesepakatan antara pihak yang memberikan 

dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Salah satunya perjanjian jual beli, 

pernjanjian sewa menyewa, perjanjian pernikahan. Alasan hukum di balik dilakukannya akad 

adalah adanya firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu 

hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S: Al-Mā'idah :1) 

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan pengembangan akad dalam ekonomi 

syariah mencakup keabsahan perjanjian menurut hukum Islam yang disyaratkan dengan 

terpenuhinya rukun dan syarat sah akad tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, prinsip 

transparansi juga menuntut adanya keterbukaan informasi untuk menghindari praktik penipuan 

dan ketidakjelasan (gharar). Keadilan menjadi unsur fundamental agar tidak ada pihak yang 

mengalami kerugian berlebihan, sementara asas kesepakatan bersama (al-taradhi) memastikan 

bahwa transaksi terjadi atas dasar kerelaan dan niat baik dari kedua belah pihak. Seluruh prinsip 

ini sekaligus menegaskan larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah seperti 

riba, gharar, dan maysir. 

Perkembangan akad di era modern juga melahirkan bentuk inovasi baru, salah satunya 

melalui konsep multi akad (al-‘uqud al-murakkabah), yang memberikan fleksibilitas dalam 

merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar hukum Islam. 

Dalam implementasinya, lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 

regulasi perundang-undangan berperan penting dalam memberikan legitimasi hukum dan 

memastikan agar setiap bentuk inovasi akad tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. 

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, pengembangan akad dalam ekonomi syariah 

harus senantiasa disesuaikan dengan norma-norma fiqih muamalah sekaligus menyesuaikan 

diri terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai 

perjanjian yang sah secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang etis, transparan, 

dan selaras dengan tujuan keadilan sosial menurut prinsip-prinsip Islam. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu berisi 

penelitan dengan kajian pada norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang 

mengatur pengembangan akad dalam ekonomi syariah. Penilitan tidak berfokus pada di 

lapangan, melainkan pada studi literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

fatwa MUI, serta doktrin hukum Islam yang relevan. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah 

bahwa peneliti mengamati perkembangan akad dalam ekonomi syariah di Indonesia mengikuti 

yuridis sebagai analisa yang dapat berupaya menelaah secara sistematis bagaimana 

pengembangan akad dalam ekonomi syariah diterapkan dan diatur dalam sistem hukum di 

Indonesia. 

Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Model penelitian deskriptif  bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sitimatis, factual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Pendekatan penelitian ini merupuakan penelitian pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan ekonomi syariah, seperti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, Kompilasi Hukum 

Eknomoi Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 

Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara 

menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan 

perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum terkait syariah. 

Metode Analisis Data 

   Metode data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, dengan 

menafsirkan bahan hukum untuk menemukan asas, prinsip, dan ketentuan hukum berkaitan 

dengan pengembangan akad dalam ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan dan menarik kesimpulan mengenai pengembangan akad dengan prinsip 

hukum Islam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengembangan 

akad dalam ekonomi syariah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membangun 

sistem transakasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi berlandaskan nilai-nilai etika dan 

moral Islam. Akad dalam ekonomi syariah tidak sekadar dipahami sebagai kontrak perdata 

antara dua pihak, melainkan sebagai bentuk pernjanjian yang mengandung tanggung jawab 

spiritual, moral, dan sosial. 

  Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pengembangan akad 

ekonomi syariah meliputi pemenuhan rukun dan syarat sah akad sesuai hukum Islam, penerapan 

asas keterbukaan informasi untuk menghindari unsur penipuan, serta penegakan keadilan agar 

tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Akad juga harus terbebas dari unsur-unsur 
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yang dilarang oleh syariat seperti riba (bunga),  gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir 

(perjudian), karena unsur-unsur tersebut dapat  menimbulkan ketidakadilan dan merusak nilai 

transaksi.  

   Pengembangan akad di Indonesia memperoleh dasar yuridis yang kuat melalui 

keberadaan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa inovasi akad, 

seperti penerapan akad multi kontrak (al-‘uqud al-murakkabah), sejalan dengan prinsip dasar 

syariah sekaligus relevan terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer. Integrasi antara hukum 

Islam dan Hukum nasional menunjukkan adanya harmonisasi antara aspek normatif dan praktis 

dalam pelaksanaan akad syariah, di mana regulasi formal mendukung  pelaksanaan prinsip-

prinsip moral Islam di ranah ekonomi. 

  Dari hasil penelitian, bisa dipahami bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah 

bukan sekadar upaya administratif atau teknis, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ibadah (amal 

shalih) memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap transaksi yang dilakukan atas dasar akad syariah 

merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT serta wujud tanggung jawab sosial 

untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, inovasi dalam akad tidak boleh keluar 

dari batas-batas syariah, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat fungsi ekonomi Islam 

yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. 

  Dapat disimpulkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah dilakukan 

melalui pendekatan yang integratif antara aspek legal dan moral. Akad harus dipandang sebagai 

instrumen hukum sekaligus instrumen etika yang berfungsi menciptakan transaksi ekonomi 

yang aman, adil, dan terbebas dari unsur haram. Dalam pengembangan akad juga perlu terus 

dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern dan perkembangan 

teknologi digital, tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam. 

  Secara Yuridis, perkembangan akad dalam ekonomi syariah bergantung pada 

pemenuhan rukun dan syarat sah akad sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam, yakni adanya 

pihak-pihak yang berakad, objek yang jelas dan halal, serta adanya kerelaan tanpa paksaan. 

Dalam penelitian Abdullah (Abdullah et al., 2021) menegaskan bahwa akad dalam perspektif 

hukum Islam bukan hanya kontrak formal, tetapi juga bentuk perikatan moral yang 

merefleksikan nilai etika dan kejujuran dalam bertransaksi. 

  Dari sisi normatif, prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengembangan akad 

mencakup asas ilahiyah, keadilan, kejujuran, kesetaraan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip 

tersebut agar setiap akad berjalan dengan adil, transparan, serta menghindari unsur yang haram 

seperti riba, gharar, dan masyir. Hal ini slearas dengan perintah dalam QS. Al-Baqarah ayat 

282 "Bagi para kaum beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka 

waktu tertentu, maka hendaknya kalian membuat perjanjian secara tertulis..." menekankan 

pentingnya pencatatan perjanjian hutang-piutang di hadapan saksi untuk menjaga kejelasan dan 

menghindari sengketa di kemudian hari. 

  Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah telah mengimplementasikan prinsip-

prinsip tersebut melalui berbagai bentuk akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, 

ijarah, dan salam. Masing-masing akad ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan 

transparansi sesuai dengan karakter transaksinya. Secara yuridis, pengaturan ini menunjukkan 
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keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menjamin keabsahan dan keadilan 

perjanjian. 

  Dari sisi yuridis, hukum Islam juga menyediakan mekanisme penyelasaian dan 

pembatalan akad. 

a) Pembatalan karena Pemutusan Akad (Fasakh) 

b) Pembatalan karena adanya kerusakan akad (Fasid) 

c) Pembatalan karena hak khiyar 

d) Pembatalan karena adanya iqalah 

e) Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan. 

f) Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah teracapai 

g) Pembatakan adanya uang muka (‘urbun) 

h) Pembatalan karena akad tidak dilaksanakan 

  Pembatalan karena pemutusan Akad atau disebut Fasakh, ini biasanya terjadi ketika 

salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengetahui adanya unsur kecerobohan atau 

penipuan dalam pembuatan perjanjian. Kesalahan dapat terkait dengan objek perjanjian 

maupun dengan pihak yang terlibat. Lalu Pembatalan karena adanya kerusakan akad atau 

disebut Fasid, jika ada kerusakan dalam perjanjian atau jual-beli tidak jelas maka perjanjian 

tersebut harus dibatalkan, bisa memalui kesepakatan para pihak yang terlibat maupun melalui 

keputusan dari pengadilan. Pembatalan karena hak khiyar, dengan kata lain pilihan ini ada agar 

kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari transaksi tersebut, agar 

tidak menyesal di kemudian hari. Pembatalan Iqalah merupakan pembatalan perjanjian yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan, 

kontrak dapat berakhir secara otomatis atau secara hukum jika isi kontrak tidak dapat 

dilaksanakan dan akan menyebabkan kerugian. Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah 

tercapai. Intinya dalam periode perjanjian yang telah disepakati dan dijelaskan dalam akad telah 

berakhir maka akad tersebut akan otomatis dibatalkan. ‘Urbun juga bertujuan memberikan hak 

kepada setiap pihak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam periode waktu yang 

sudah ditetapkan berdasarkan adat atau kesepakatan sendiri dengan menerima pembayaran. Jika 

yang mengakhiri perjanjian adalah pihak yang membayar, maka dia akan kehilangan uang 

tersebut. Sebaliknya, jika pihak yang memutuskan kontrak adalah pihak penerima, maka ia 

harus mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai ganti rugi atas pembatalan 

kontraknya. Terakhir Pembatalan dikarenakan akad tidak dilaksanakn, ini sudah jelas merujuk 

pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan atau tertulis. Ketika 

satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak atau wanprestasi, maka hal ini dapat 

menjadi alasan bagi pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak. 

 

KESIMPULAN 

 Hasil pembahasan mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Pengembangan Akad Dalam 

Ekonomi Syariah”, dapat disimpulkan bahwa pengembangan akad merupakan wujud 

dinamisasi hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi modern tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Yuridis Utama, yaitu akad harus sah berdasarkan 

rukun dan syarat hukum Islam, memastikan transparansi, keadilan, kesepakatan sukarela, dan 

penghindaran riba, gharar, serta maysir.  
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Pentingnya pengelolaan akad syariah dalam transaksi ekonomi Islam yang memiliki 

peran fundamental dalam menjamin bahwa seluruh ativitas ekonomi berjalan sesuai dengan 

prinsi-prinsip syariat, yaitu keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan amanah. Akad menjadi dasar 

hubungan yang menegaskan keabsahan hukum dan moral setiap transaksi, sehingga tercipta 

keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. 

Dari analisis Yuridis menunjukkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah 

berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus sarana ibadah, yang menegakkan nilai-nilai 

kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, regulasi 

hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), turut 

memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum terhadap praktik akad modern. Regulasi ini 

menegaskan bahwa setiap akad yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah harus memenuhi 

rukun dan syarat akad yang sah menurut hukum Islam, serta menghindari unsur riba, gharar, 

dan maysir. 

Pengembangan akad dalam perspektif yuridis menekankan pentingnya inovasi yang 

adaptif, seperti penerapan akad multi-kontrak (al-‘uqud al-murakkabah), yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa melanggar kaidah syariah. Inovasi ini 

mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi tetap berpegang pada maqashid al-syariah, 

yakni kemaslahatan, keadilan, dan keseimbagan sosial. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis secara yuridis prinsip, 

landasan hukum, serta arah pengembangan akad dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan 

bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya bertujuan menciptakan transaksi yang sah menurut 

hukum, tetapi juga mewujudkan tatanan ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
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